
^J

^j

WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 60 TAHUN2016

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON KEUANGAN DAN

NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas
pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan pelestarian
arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban nasional
di lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin, perlu
dibuat Jadwal Retensi Arsip;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009
tentang Prosedur Penetapan Jadwal Retensi Arsip
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota;

c. bahwa berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor B-PK.02.09/06/2016 tanggal 19
Februari 2016 Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non
Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota
Banjarmasin

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan
Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
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2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI) Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan
dan Non Kepegawaian;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI) Nomor 17 Tahun 2009 tentang Prosedur
Penetapan JRA Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON

KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAHAN

DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi

ij politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
^ pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau
terus - menerus.

3. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

4. Arsip fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian adalah arsip
yang berkaitan dengan bidang non keuangan / fLskal dan non
kepegawaian yang meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan
ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan,
hubungan masyarakat, penelitian, pengakjian dan pengembangan,
pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, teknologi informasi dan
komunikasi, dan pengawasan.

5. Jadwal Retensi Arsip Fungsi Fasilitatif Non Keuangan dan Non
^s^ Kepegawaian yang selanjutnya disingkat JRA adalah JRA Fasilitatif

Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintahan Daerah Kota
Banjarmasin.

6. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan
cara pemindahan arsip in-aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip
statis kepada lembaga kearsipan.

7. Jenis arsip adalah unit unit-unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola
sebagai suatu unit yang berkaitan dari segi fungsinya atau subyek,
merupakan hasil dari kegiatan yang sama.

8. Jangka Waktu/Retensi Simpan Aktif adalah masa simpan minimal
suatu jenis / sen arsip pada unit pengolah.

9. Jangka Waktu/Retensi Simpan In-Aktif adalah masa simpan minimal
suatu / sen arsip pada unit kearsipan.
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10. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa
arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan
di Unit Kearsipan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.

11. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-
arsip yang karena memiliki nilai sekunder wajib diserahkan ke Lembaga
Kearsipan Kota.

12. Keterangan Dinilai Kembali yang selanjutnya disingkat DK adalah
keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat
ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen, teknologi
perlu dilakukan penilaian kembali dan pengkajian lagi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

^ (1) Pengaturan JRA di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi prosedur pengajuan
penetapan JRA.

(2) Pengaturan JRA di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin bertujuan
untuk pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Pasal3

Ruang lingkup pengaturan JRA meliputi:

a. Jenis arsip yaitu untuk membedakan apakah itu termasuk jenis arsip
statis maupun jenis arsip dinamis

b. Jangka waktu/retensi yaitu penentuan jangka waktu simpanan suatu
^^ arsip pemerintah atau instansi/lembaga atau organisasi dalam arti luas

c. Keterangan yang berisi rekomendasi tentang suatu jenis arsip
dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan, ini dilakukan oleh
Tim Penilai arsip.

Pasal4

JRA Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintahan
Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal5

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas retensinya dapat
diperpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah terlebi dahulu mendapat
persetujuan dario pempinan unit organisasi

kjuabbag.Perandangan
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Pasal6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Qktober 2016

r WALIKOTA BANJARMASIN, £_

Mbnu SINA

_

Diundangkan di Banjarmasin *
pada Tanggal 1£ Dktober 2016 u

y SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN /

H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 60
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Lampiran
Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor 60 Tahun 2016
Tentang Penjadwalan Retensi Arsip

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO JENIS ARSIP
JANGKA WAKTU SIMPAIf

KBTERAHOAH
AKTIF nraktif

1

I

2 3 4 S

URUSAlf KETATAU8AHAAN DAH KBRUMAHTAHGGAAH

1 Telekomunikasi:
Administrasi Penggunaan/Langganan Peralatan Telekomunikasi Meliputi: Telepon,
Radio, Teleks, TV Kabel dan Internet

1 tahun
- Musnah

2 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telpon dan (Computer:
a. Perbaikan/Pemeliharaan
b. Pemasangan

2 tahun
- Musnah

3 Administrasi Penggunaan Pasilitas Kantor meliputi Permintaan dan Penggunaan
Ruang, Oedung, Kendaraati, Wisma, Rumah Dinas, dan Pasilitas Kantor Lainnya

2 tahun - Musnah

4 Administrasi Barang Pakai Habis 1tahun 1 tahun Musnah

5 Pengurusan Kendaraan Dinas:
a. Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Dinas
b. Pemeliharaan dan Perbaikan
t. Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan

2 tahun Musnah

6 Pemeliharaan Oedung dan Taman:
a. Pertamanan/ Landscaping

b. Penghflauan

c. Perbaikan Oedung
d. Perbaikan Rumah Dinas/Wisma
e. Keberslhan Oedung dan Taman

2 tahun Musnah

7 Ketertiban dan Keamanan

a. Pengamanan, Fenjagaan, dan Pengawalah terhadap Pejabat, Kantor, dan
Rumah Dinas:

2 tahun 3 tahun Dinilai Kembali

1). Daltar Nama Satuan Pengamanan
2). Daftar Jaga/Daftar Piket

Kabag. Hokum
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NO JENIS ARSIP

3). Catatan Oangguan/Pelanggaran/Kejadian
4). Surat Ijin Keluar Masuk Orang atau Barang

b. Laporan Ketertiban dan Keamanan
1). Kehilangan
2). Kerusakan
3). Kecelakaan
4). Qangguan

c c

JANGKA WAKTU SIMPAN

AKTIF nrAKTir

2 tahun 3 tahun

Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai Lainnyt 2 tahun

10

Perjalanan Dinas:
a. Dalam Negeri
b. Luar Negeri

Sandi:

a. Ketentuan-Ketentuan tentang Persandian
b. Duplikasi Berita yang Diterima/Dikirim
c. Pengamanan Informasi Persandian

Kabag. Haknm
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2 tahun

Selama Masih Berlaku
1 tahun

1 tahun

Halamon 2 dari IS

3 tahun

1 tahun
1 tahun
1 tahun

KBTBRANOAN

Musnah

Musnah

Dinilai Kembali

Musnah
Musnah

Musnah
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INO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KBTBRANOAN

AKTIF INAKTIFli^ 2 3 4 6

1n URU8AN KEPU8TAKAAN

I 1 Kebijakan Perpustakaan meliputi Kebijakan di Bidang Pengembangan Bahan Pustaka
3 tahundan Jasa Informasi dan Sumber daya Perpustakaan 2 tahun Permanen

a. Pengkajian dan pengusulan kebfyakan
b. Penyiapan kebijakan
c. Perumusan dan penyusunan bahan
d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan

Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan,
e. Kajian Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pedoman Pengolahan, Pembakuan

Perpustakaan dan Kajian Kepuasan Pemustaka

2 Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
a. Deposit Bahan Pustaka

- Serah simpan karya cetak dan karya rekam koleksi daerah 3 tahun 2 tahun Permanen
b. Pengembangan Koleksi

1). Akuisisi
a). Pembelian 5 tahun 5 tahun Musnah
b). Hibah 3tahun 2 tahun Permanen
c). Hadiah 1 tahun 1 tahun Musnah
d). Tukar Menukar 1 tahun 1 tahun Musnah
e). Implementasi Undang-Undang KCKR 3 tahun 2 tahun Musnah
1). Terbitan Internal 1 tahun 1 tahun Musnah
g). Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus 3 tahun 2 tahun Permanen
h.) Inventarisasi Koleksi (Buku Induk) 2 tahun 3 tahun Permanen

2). Pengolahan Bahan Pustaka 2 tahun 3 tahun Permanen
3). Pangkalan Data Kattdog Koleksi 2 tahun 3 tahun Permanen

c. Jasa Perpustakaan don Informasi
1). Keanggotaan 1 tahun 1 tahun Permanen
2). Sirkulaei 1 tahun 1 tahun Permanen
3). Referensi 2 tahun 3 tahun Musnah
4). Alih Aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara 1 tahun 1 tahun Musnah
5). Kerjasama Perpustakaan

a). MoU 3 tahun 2 tahun Permanen
b). Perjanjian Kerjasama 2 tahun 3 tahun Musnah
c). Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerjasama InternasionaJ 2 tahun 3 tahun Permanen

6). Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
a). Pengembangan Situs Web 1 tahun 1 tahun Musnah
b). Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia 2 tahun 3 tahun Musnah
c). Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan 2 tahun 3 tahun Permanen
d). Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital 2 tahun 3 tahun Permanen

7). Pangkalan Data Leyanan Perpustakaan 2 tahun 3 tahun Permanen 1

F" Kepala SKPD
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NO JENIS ARSIP
JANGKA WAKTU SIMPAN

KETBRANOAN
AKTJP INAKTIF

1 2 3 4 8

d. Preservasi Bahan Pustaka

1) Konservasi 3 tahun 2 tahun Musnah
a). Perawatan Bahan Perpustakaan
b). Perbaikan Bahan Perpustakaan
cj. Penjilidan Bahan Perpustakaan

2). Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)

3 Sumber Daya Perpustakaan
a. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca

1) Pengembangan Perpustakaan 3 tahun 2 tahun Musnah
a). Perpustakaan Umum
b). Perpustakaan Khusus
c). Perpustakaan Sekolah
d). Perpustakaan Perguruan Tinggi

2). Pemasyarakatan Minat baca 3 tahun 2 tahun Musnah
3). Organisasi Perpustakaan 1 tahun 1 tahun Musnah

a). Forum Perpustakaan Umum
b). Forum Perpustakaan Khusus
c). Forum Perpustakaan Sekolah
d). Oerakan Pemasyarakatan Minat Baca
e). Organisasi Perpustakaan Lainnya

b. Pengembangan Pustakawan
1) Pembinaan Tenaga Perpustakaan 2 tahun 3 tahun Musnah
2). Penerbitan Jumal 2 tahun 3 tahun Permanen
3). Pemasyarakatan 2 tahun 3 tahun Musnah
4). Bvaluasi Tenaga Perpustakaan 2 tahun 3 tahun Musnah

Kabag. Hekom Kepala SKPD
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NO JENIS ARSIP
JANGKA WAKTU SIMPAN KBTBRANGAN

AKTIF INAKT1P

1 2 3 4 S

m URUBAN KEARSIPAN

1 Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip
a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
b. Penyiapan kebijakan
c. Perumusan kebijakan
d Penetapan NSPK

Selama Masih Berlaku 5 Tahun Permanen

2 Pembinaan Kearsipan:
a. Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan (termasuk Bimbingan Teknis) 2 tahun 3 tahun Musnah

b. Supervisi dan Evaluasi (termasuk Monitoring) 3 tahun 2 tahun Permanen

c Database Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi 3 tahun 2 tahun Permanen

d. Fasilitasi Kearsipan 1 tahun 1 tahun Musnah

e. PertRUsulan dan Persetujuan/PertimbanRan Jadwal Retensi Arsip 3 tahun 2tahun Permanen

3 Pengelolaan Arsip Dinamis
a. Penciptaan 3. tahun 2 tahun Musnah

1). Pencatatan
• Buku Agenda, Kartu Kendall dan Lembar Pengantar/Buku Ekspedlsi

2). Pendistribusian
b. Penggunaan

1). Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip 1 tahun 1 tahun Permanen

2). Peminjaman 1 tahun 1 tahun Musnah

c. Pemeliharaan
1). Pemberkasan

- Daftar Arsip Aktif (Daftar Berkas dan Isi Berkas)
2 tahun 3 tahun Musnah

2). Penatoon Arsip Inaktlf 2 tahun 3 tahun Musnah

a). Pengaturan Fisik don Pengolahan Informasi Arsip
b). Penyusunan Daftar Arsip Inaktlf

3). Penyimponon Arsip 2 tahun 3 tahun Permanen

a). Skema Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktlf
b). Pengamanan

4). Alih Media
• Kebijakan, Autentikasi, Berita,Accra,dan Daftar Arsip yang Alih Medtakan

3 tahun 2 tahun Permanen

5). Program Arsip Vital 3 tahun 2 tahun Permanen

a). Identlfikasi, Periindungan dan Pengamanan
i b). Pcnyelamatan don Pemulihan

d. Penyusutan
1). Pemindahan Arsip Inaktlf t tahun 1 tahun Musnah

a). Berita Acara Pemindahan
b). Daftar Arsip yang Dlpindahkan.

2). Pemusnohan Arsip yang Tidak Bemilai Quna 1 tahun 1 tahun Permanen

a). SK Ponltla Penlloi
b). Laporan Penilojan Ponltla Penilai
c). Permintaon Persetujuan kepoda Kepala ANRI, don Kepala Lembaga

Kepala SKfDepi
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c

JENIS ARtIF

d). Penetapan arsip yang dimusnahkan
e). Berita Acara Pamusnahan Arsip
f). Daftar arsip yang dimusnahkan

3). Penyerahan Arsip Statis
a). SK Panina Penilai
b). Notulen Rapat Panltia Penilai
c). Surat pertimbangan PanitiaPenilai
d). Surat persetujuandari Kepala Lembaga Kearsipan
e). Suratpemyataan autentik, terpercaya, utuh,dandapat digunakan dari

pendpta arsip
I). Keputusan penetapan penyerahan
g). Berita Acara Penyerahan Arsip
h). Daftar Arsip yang Diserahkan

Pengelolaan Arsip Statia
a. Akuisisi

1). Hasil Monitoring flsik dan daftar
2). Hasil Verulkoai terhadap daftar arsip
3).Keputusan Menataakan status arsipstatia
4). Persetujuan untuk menyerahkan
5). Penetapan arsip yang diserahkan
6). Berita acara penyerahan orslp
7). Daftar arsip yang diserahkan

b. Sejarah Lisan
1). Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan
2). Hasil wawancara sejarah lisan

a). Berita acara wawancara sejarah lisan
b). Laporan Kegiatan
c). Hasil wawane&fa (Kaset danCD) dan tronskrip

c. Daftar Pencarian AfalpStatis
d. Pengnargaan dan Imb&lan
e. Pengolahan

- Menyusun Sarand BantuTemu Ballk (Ouldo, Daftar Arsip 8tatisdan
Inventaris Arsip

f. Preservasi
1). Preventlf

a). Penyimpanan
b). PengendaUan hama torpadu (termasuk kegiatan fumlgasi)

2). Kuratif
• Perawatan arsip

g. Akses arsip statis
1). Layanan arsip
2). Penerbitan naskftit eumber
a3jy2gn2£ra^r*jnaM||p_n^^M^^MIB

Kcbflg. Hokam Kepala SKPD
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JANGKA WAKTU SIMPAN

AKTIF

1 tahun

1 tahun

1 tahun
1 tahun

1 tahun
1 tahun

1 tahun

3 tahun
3 tahun

3 tahun

3 tahun
3 tahun

ptAjfrtfr

1 tahun

l tahun

l tahun
1 tahun

1 tahun
l tahun
1 tahun

2 tahun
2 tahun
2 tahun

2 tahun
2 tahun

KBTBRANGAN

Permanen

Permanen

Musnah

Permanen

Permanen
Permanen

Permanen

Musnah
Musnah
Musnah

Musnah
Permanen

Musnah



NO

IV

3.

c
JENIS ARSIP

URU8AN PBRBNCANAAN

Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional meliputi : rencana
pembangunan jangkapanjang(RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka
menengah, rencana pembangunan tahunan nasional.
a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
b. Penyiapan kebijakan
c. Perumusan dan penyusunan bahan
d. Pemberian masukan dan dukungan dalampenyusunan kebijakan
e. Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan

MusyawarahPerencanaan Pembangunan/Musrenbang Kabupaten

Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Renstra Pemerintah Daerah
b. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah
c. Program Kerja Tahunan

I). Usulanunit kerjabceertadata pendukungnya
2). Program kerja tahunan unit kerja
3). Program kerja tahunan SKPD

d. Penetapan/KontrakKinerja
1). Pimpinan unit kerja
2). Bupati

e. Laporan
1). Laporan Berkala

a). Laporan Triwutan
b). Laporan Scmesteran
c). Laporan Tahunan Unit Kerja
d). Laporan Tahunan 8KPD
e). Laporan AkuntabilitasKinerja Instansl Pemerintah

2). Laporan lneldontal
f. Evaluaal Program

1). Unit Kerja
2). SKPD

K^uhbag.Pernndangan I KfeteflaMftWAsiN toMOfttaatoMtffo/ ci /2016 Halaman f dart is
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JANGKA WAKTU SIMPAN

AKTIF

5 tahun

5 tahun

2 tahun

2 tahun

1 Tahun

2 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

BTAKTIF

S tahun

5 tahun

3 tahun

3 tahun

1 Tahun

3Tahun
3 Tahun

1 Tahun

I Tahun
1 Tahun

1Tahun
1Tahun
1Tahun

1 Tahun
1 Tahun

KBTBRANGAN

Permanen

Permanen

Permanen

Permanen

Permanen

Musnah
Permanen

Musnah
Musnah
Musnah

Permanen

Permanen

Permanen

Musnah
Permanen
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NO

1

JENIS ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN

mm UtacM—
KBTBHANOAH

V

<•

URU8AN ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

9
4

B

1 Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota
a. Pembentukan
b. Pengubahan
c. Pembubaran

Selama Berlaku 8 tahun Permanen

2 UraianFungsi, Rindan Tugas,Jabatan dan Tata Kerja SKPD Selama Berlaku 8 tahun Permanen

3 Evaluasi Fungsi, Rindan Tugas dan Tata Kerja SKPD Selama Masih Digunakan 3 tahun Musnah

4 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Pungsional Selama Berlaku 8 tahun Permanen

5 Evaluasi Kelembagaan 1 tahun 6 tahun Musnah

6 Analisis Jabatan
Selama Berlaku 8 tahun Musnah

7 Ketatalaksanaan Pemerintah Kota (SOP, Perwal, Kepwal, Instruksl Walikota dan Surat
Edaran)

Selama Berlaku 2 tahun Permanen

8 Penilaian Citra Pelayanan Prima 2 tahun 1 tahun Musnah

9 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyorakat(IKM) 2 tahun 1 tahun Muenah

/2016 Halaman 8 dari 1a
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NO JENIS ARSIP
JANGKA WAKTU SIMPAN

KETERANGAN
AKTIF nrAKTip

1 a 3 4 8

VI URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGBMBANGAN

1 Penelitian dan Pengkajian:
a. Rencana Kerja

* Master Plan/Rencana Strategis
• Rencana Kerja Tahunan: Proposal/Hea Concept Paper (ICP)
* Berkas/Kontrak MoU Kerjasama/Material Transfer Agreement (MTA)
« Perijinan Penelitian

b. Administrasi Penelitian: Surat Tugas/Surat Perintah, Pembentukan Tim Kerja,
Dokumen/Formulir Pendukung/Instruksi, Persiapan Survey, Penggunaan
Peralatan (Alat dan Bahan), dan Iain-lain

c Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian :
• Prosedur/Petujuk
- Data Primer

-Log Book
- Studi Kelayakan

3 tahun 2 tahun Permanen

- Instrumen Penelitian

- Pelaksanaan Survey
• Laporan Hasil Pendataan dan Survey
- Analiais/Pengolahan Data

d. Hasil Penelitian/Pengkajian/Rekomendasl
- Laporan Hasil Penelitian dan Hasil Luaran
- Rekomendasi

e. Hasil Penelitian dan Pengkajian Hasil Jasa Loyanan

2 Pengembangan dan Inovasi
• Rencana Kerja
• Administrasi Pengembangan dan Inovasi
- Pelaksanaan

• Hasil Pengembangan dan Inovasi

3 tahun 2tahun Permanen

3 Dokumen Penenman/Pemanfaatan/Pendayagunaan/Repllka/Prototipe Hasil
PeneUtian/Pengkajian/Perekayasaan/Pengembangan/Inovasi: Masyarakat,
Dunia Industri, Pemerintahan

3 tahun 2 tahun Permanen

4 Soslalisasi dan Diseminasl Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan 2 tahun 3 tahun Musnah

S Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan 2 tahun 3 tahun Musnah

6 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan 2 tahun 3 tahun Musnah

7 Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan (Data, Stattstik dan Jurnal Hasil
Penelitian/Pengkajian)

2 tahun 3 tahun Permanen

8 Evaluasi Pelaksanaan KebUakan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan 1 tahun 4 tahun Dinilai Kembali

9 Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop 2 tahun 3 tahun Musnah

mbbag. Pernndangan Ka'l
/2016 HalamaiA A ^1a_1 IB
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C
JENIS ARSIP

URUSANBUKUM

Pembentukan Peraturan PerUndahg-Undangan
a. Perencanaan Peraturan PerUndang-Undangan

1). Bahan/Materi Program Laglalasl Nasional dari Instansi
2). ProgramLegjblasi Pemerintah Daerah

. Penyusunan Peraturan PerUndang>Undangan (Peraturan Daerahdan Peraturan
B> Walikota)
e, Pembahasan PeraturanPerUndang-Undangan
d. Pengesahan dan Penetapan PeraturanPerUndang-Undangan
a. Pengundangan

Keputusan/Ketetapan:
a. Keputusan/Ketetapan Bupati termasuk rancangan awal sampai dengan

rancangan akhir dan telaah hukum
b. Keputusan Sekretaris Daerah termasuk rancangan awal aampai dengan

rancangan akhir dan telaah hukum

Instrukai/Surat Edaran:
a. Instruksl Walikota termasuk rancangan awal sampai dengan

rancangan akhir dan telaah hukum
b. Surat Edaran Bupati termasuk rancangan awal sampai dengan

rancangan akhir dan telaah hukum

Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksaflflftn/Petunjuk Teknis
termasukrancangan awalsampaidengan rancangan akhir

Sosialisasi Produk Hukum

Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi
Berkas tentangpemberian bantuan/konsultasi hukum (pidana, perdata,
tata usaha negara dan agama)

Kasus/Sengketa Hukum
a. Perdata

Berkas tentang Kasus/Sengketa Perdata, mulal dart proses pef&tdangan,
pembelaan, bantuan hukum. telaah hukumdan oplnl hukum

b. Tata Usaha Negara
Berkas tentang Kasus/Sengketa Tata Usaha Negara, mulal dari prows persidangan,
pembelaan, bantuan hukum, telaah hukum dan oplnl hukum

c Perburuhan
Berkaa tentangKasus/Sengketa Perburuhan, mulal dari proses persidangan,
pembelaan, bantuan hukum, telaah hukum dan oplnlhukum

C
JJUTOKAWAKTO WOM KBTBRAHGAN

SE

Sampai dengan Diundangkan

Selama Berlaku

Selama Berlaku

Selama Berlaku

Selama Berlaku

Selama Berlaku

Setelah Pelaksanaan

2 tahun

Sampai Keputusan BerkekuataA
HukumyangTetap dan Dipenuhl

Hak dan Kewajiban

Sampai Keputusan BerkekuataA
Hukum yang Tetap dan Dipenuhl

Hak dan Kewajiban

Sampai Keputusan Berkekuatan
Hukum yang Tetap dan Dipenuhl

Hak dan Kewajiban

8 tahun

8 tahun

8 tahun

Permanen

Permanen

Dinilai Kembali

8 tahun Permanen

8 tahun Permanen

3 tahun

2 tahun Musnah

3 tahun Permanen

8 tahun Permanen

8 tahun Permanen

8 tahun Permanen

•iriMiYlaaMiM^ilftT^riaai; /9016 Halaman 10 dari IS
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NO JENIS ARSIP

JANGKA WAKTU SIMPAN
KETBRAHOAN

AKTIF INAKTIF

I a a 4 5

vra URUSAN HUBUNOAN MABYARAKAT

1 Keprotokolan:
a. Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan

termasuk Acara Peringatan Hari-hari Besar)

b. Buku Tamu

1 tahun

2 tahun

3 tahun

2 tahun

Musnah

Musnah, kecuali Pejabat Negara dan
Tokoh Nasional Permanen

c. Agenda Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, DPRD,8KPD 1 tahun 4 tahun Musnah

d. Sambutan Walikota/Wakil Walikota, DPRD pada acara kedinasan 1 tahun 1 tahun Dinilai Kembali

e. Penerimaan Kunjungan Dinas dan Audiensi Dalam dan Luar Negeri 1 tahun 1 tahun Musnah

d. Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri
1).Kunjungan Dinas Walikota dan WakilWalikota
2). Kunjungan Dinas Pejabat Laln/Pegawai

1 tahun

1 tahun
4 tahun

3 tahun
Permanen
Musnah

e. Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat Selama Berlaku - Musnah

2 Dokumentaai/Uputan Kegiatan Dinaa Walikota, WakilWalikota, DPRD, SKPD(Dalam
Berbagai Media: Kertas/Foto/Video/ Rekaman Suara/Multi Media

2 tahun 3 tahun Dinilai Kembali

3 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan:

a. KUping Koran 1 tahun 4 tahun Musnah, kecuali yang Berkaitandengan
Kasus/Peristiwa Khusus Dinilai Kembali

b. Brosur/Leaflet/Poster/Plakat 1 tahun 2 tahun Musnah, kecuali Master Dinilai Kembali

c. Pengaduon Masyarakat (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan) Berbentuk
Arsip Elektronik

1 tahun 1 tahun Dlnllal Kembali

4 Hubungan Antar Lembaga/dan Pemerintah Daerah:
a. Hubungan Antar Lembaga Pemerintah
b. Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM
c. Hubungan dengan Perusahaan
d. Hubungan dengan Perguruan Tinggi/8ekolah, termasuk Magang, Pendidikan

8istem Oanda (PSQ)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)
e. Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas)
f. Hubungan dengan Media Massa:

1) 8iaron Pers/Konferensl Pers/Press Release
2) Kunjungan Wartawan/Pellputan
3) Wawancara

1 tahun

1 tahun

1 tahun
1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun
1 tahun

4 tahun

4 tahun

4 tahun

2 tahun

2 tahun

4 tahun
2 tahun

2 tahun

Dinilai KembaU
Dinilai Kembali
Dinilai Kembali

Musnah

Musnah

Permanen
Musnah

Musnah

8 Danger Pcndapat/Hearino DPRD 1 tahun 4 tahun Permanen

6 Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spnnduk dan Iklan

_...

1 tahun 4 tahun Musnah

KOTABANJAS Halaman 11 dari IS
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JENIS ARSIP

URUBAN PBNOAWA8AN

Rencana Pengawasan
a. Rencana Strategis Pengawasan
b. Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
c. Program Kerja Pengawasan Tahunan

Pelaksanaan Pengawasan

a. - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHB), Laporan Akuntan (LA),
Laporan Auditor Independen (LAI) yang Memeriukan Tindak Lanjut (TL)

• Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI), yang mengandung unsur Tindak Pidana
Korupsi (TPK) dan Memeriukan Tindak Lanjut (TL)

b.
Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA),
Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak Memeriukan Tindak Lanjut

- Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI), yang Mengandung Unsur Tindak Pidana
Korupsi (TPK) dan tidak Memeriukan Tindak Lanjut

c. Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
d. Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
e. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
f. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
g. Good CorporateGovernance(OCO) Sieiem PengendaUan Intern Pemerintah(SPIP)
c. Laporan Hasil Evaluasi (Termasuk Bahan Kerjanya dan KKP)

-LAKiP

- Sistem Program dan Kegiatan
e. Laporan Hasil Monitoring
f. Laporan Hasil ReviewLKPD (Bahan Menggunakan Tembusan, Laporan dari

SKPD, dll)
g. Laporan Hasil Pelaksanaan Sldak

Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO)
yang memeriukan tindak lanjut

b. LaporanHasil Pemeriksaan (LHP), LaporanHasil Pemeriksaan Operasional (LHPO)
yang tidak memeriukan tindak lanjut

c. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (Termasuk Bahan Kerjanya dan KKP)

d. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (Termasuk Bahan Kerjanya dan KKP)
e. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), adalah Catatan Pribadi Auditor sebagai Dasar

untuk Membuat Laporan Hasil Penelitian (LHP)

C
JANGKA WAKTU SIMPAN

" INAKTIF"AKTIF
3

5 tahun

2 tahun

1 tahun

Setelah Tindak Lanjut Selesai

Setelah Keputusan Mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap

2 tahun

Setelah Keputusan Mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap

2 tahun

2 tahun

2 tahun

2 tahun

2 tahun

3 tahun

3 tahun

2 tahun

2 tahun

1 tahun

2 tahun Setelah Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Telah Selesai

2 tahun

1 tahun

1 tahun

2 tahun

10 tahun
3 tahun

2 tahun

5 tahun

5 tahun

3 tahun

S tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

2 tahun

2 tahun
3 tahun
3 tahun

1 tahun

3 tahun

3 tahun

1 tahun

8 tahun

3 tahun

•M^^P Halaman 12 dari IS

KBTBRANGAN

Permanen

Musnah

Permanen

Dinilai Kembali

Permanen

Musnah

Dinilai KembaU

Dinilai KembaU
Permanen

Permanen

Musnah

Permanen

Musnah

Dinilai Kembali

Musnah

Musnah

Musnah

Dinilai KembaU

Musnah

Musnah Kecuali LHPyang Bermasalah
Sampai Tindak Lanjut Selesai

Dinilai KembaU

Musnah



NO

-C
JENIS ARSIP

URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KebMakan Bidang Diklat
a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
b. Penyiapan Kebijakan
c. Perumusan Kebijakan
d. Masukan dan Dukungan Kebijakan
e. Penetapan NSPK

Kurikulum-Kurikulum Diklat

Modul-Modul Diklat

Panduan Faailitator

Sistem Informasi Diklat
a. Data Lembaga Diklat
b. Data Prasarana Diklat
c. Data Sarana Diklat

d. Data Pengelola Diklat
e. Data Penyelenggara Diklat
f. Data Wldyaiswara
g. Data Program Diklat

Registrasi Sertifikat/STTPL Peserta Diklat
a. Surat Permohonan Kode Registrasi
b. Buku Registrasi
c. Surat Penyampalan KodeRegistrasi

Rencana Tahunan Diklat

Penyelenggaraan Diklat
a. Perencanaan: Peserta, Pengajar dan Penjadwalan

Penyelenggaraan:
1). Surat Pemanggllan Peserta
2). Surat Keputusan Tim PenyelenggaraDiklat
3). Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat
4). Panduan Diklat
5). Laporan Panitia Penyelenggara Diklat
6). Sambutan Pembukaan PenyelenggaraanDiklat
7). Daftar Peserta Diklat
8). Daftar Hadir Peserta Diklat
9). Daftar Hadir Wldyaiswara
10 FormuUr Evaluasi Diklat
11;FormuUr Evaluasi Widyalswara
12 Hasil Formulasl Evaluasi Peserta Diklat
13 Sertifikat/STTPL
14 Sambutan Penutunan Diklat

KOTA BANJARMASIN NOMOR: B-PKX

Kabag.Habom

L
JANGKA WAKTU SIMPAN

AKTIF INAKTtF

Selama Berlaku 5 tahun

Selama Menjadi Pedoman 5 tahun

Selama Berlaku 5 tahun

Selama Berlaku 5 tahun

3 tahun 2 tahun

IStahun

Selama Berlaku

Halaman 13 dari 15

1 tahun

1 tahun

10 tahun

5 tahun

1 tahun

1 tahun

KETERANGAN

Permanen

Permanen

Permanen

Permanen

Permanen

Permanen

Permanen

Musnah

Musnah



NO

c. Bahan Ajar Diklat
d. Monitoring dan Evaluasi

1). Penyelenggara
2). Pasca Diklat

e. Alumni

JENIS ARSIP

r

Halaman 14 dari IS

c ;

JANGKA WAKTU SIMPAN

AKTIF

3 tahun

3 tahun

3 tahun

JNAKTIP

2 tahun
2 tahun

2 tahun

KETERANGAN

Musnah

Permanen

Permanen



NO JENIS ARSIP

URUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rencana Strategis/Master P/an Pembangunan Sistem Informasi (SIM)

Dokumentasi Arsitektur:
a. Sistem Informasi

b. Sistem Aplikasi
c. Infrastruktur

Dokumentasi Implementasi:
a. Sistem Informasi
b. Sistem Aplikasi
c. Infrastruktur

Perekaman dan Pemutakhiran Data :
a. Formulir Isian

b. Daftar Petugas Perekaman
c. Jadwal Pelaksanaan

<I. Hasil Perekaman dan Pemuktahiran Data

Migrasi Sistem Aplikasi dan Data :
a. Perencanaan Migrasi
b. Pelaksanaan Migrasi
c. Berita Acara Kegiatan Migrasi
d. DaftarSistemAplikasi dan DatayangDimigrasi
e. Laporan Hasil Migrasi

Dokumen Hosting:
a. Formulir Permintaan Hoatinq
b. Uporan Hasil UJi Kelayakan
c. Uporan Pelaksanaan Hoatinq

Layanan Back-up Data Digital

Dokumentasi Pcncmpatan Server

Dokumentasi Pengembangan Teknologi Informasi

RekomcndasiTeknis Bidang Teknologi Informasi

KOTA IIANJAKMASIN NOMOR: B-PK.02.09/ ^ /2016

<
JANGKA WAKTU SIMPAN

KETERANGAN
AKTIF

Selama Berlaku

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

2 tahun

1 tahun

Selama Masih Berlaku

2 tahun

Huliunnn 15 dnri 15

DfAKTIF

5 tahun

5 tahun

5 tahun

Permanen

Permenen

Permanen

2 tahun Musnah

3 tahun Musnah

3 tahun Musnah

3 tahun Musnah

3 tahun Dinilai Kembali

2 tahun Permanen

1 tahun Dinilai Kembali

/ WALIKOTA BANJARMASIN
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